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Abstract

Sukuk have emerged as a key instrument in supporting sustainable financing, particularly in
Indonesia, which pioneered its publication in 2018. However, transparency in fund use,
reporting accountability, and adherence to international Environmental, Social, and
Governance (ESG) standards remain key challenges. This study aims to analyze the role of smart
contracts in strengthening the transparency and accountability of green finance-based digital
sukuk, emphasizing their relevance to the magasid al-shariah (Islamic principles). The research
method employed a descriptive qualitative approach with a literature review. Secondary data
were sourced from academic literature, official regulatory reports, and relevant industry
practice documents. The results of the study indicate that the integration of blockchain-based
smart contracts in green sukuk can improve issuance efficiency, reduce operational costs by
reducing the role of intermediaries, and ensure transparency through permanent recording. In
terms of accountability, smart contracts are able to automatically execute yield payments and
principal repayments according to the contract, while simultaneously ensuring that funds are
truly allocated to green projects. These findings also confirm the alignment of smart contracts
with the magasid al-shariah, particularly in the aspects of property protection (hifz al-mal),
justice (al-adl), and environmental protection (hifz al-bi’ah). This study differs from previous
studies that only analyzed regulatory and market aspects, this study offers a framework for
integrating smart contracts based on magasid al-shariah in green sukuk.
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1. PENDAHULUAN

Isu pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau semakin menjadi
perhatian global dalam satu dekade terakhir (Santy & Alam, 2016). Konsep ekonomi hijau
dipandang sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjadi strategi
penting yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan,
dan kesejahteraan sosial (Soemantri, 2025). Menurut laporan dari United Nations Environment
Programme (UNEP) mengindikasikan bahwa pergeseran menuju ekonomi hijau bisa
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan
lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan (UNEP) (United Nations Environment
Programme), 2021).

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 mendorong banyak negara untuk
mengembangkan instrumen pembiayaan yang mendukung agenda keberlanjutan. Sebagai negara
yang dianugerahi sumber daya alam berlimpah dan keanekaragaman hayati, Indonesia
menghadapi urgensi besar dalam mengadopsi ekonomi hijau (Romli, 2024). Salah satu instrumen
yang banyak dikembangkan adalah pembiayaan hijau (green finance), yaitu skema pembiayaan
yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan
lingkungan (Rangkuty et al., 2025). Dalam konteks ini, instrumen pasar modal Islam seperti
sukuk memiliki potensi besar untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan yang sejalan
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dengan magasid al-shariah, khususnya dalam aspek hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan)
(Pekerti et al., 2024).

Sukuk merupakan instrumen keuangan berbasis aset yang berlandaskan prinsip syariah dan
telah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara (Mauliyah et al., 2023). Pada tahun
2018 Indonesia tercatat menjadi negara pertama yang menerbitkan green sukuk, dengan tujuan
untuk mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan, termasuk efisiensi energi dan
pengelolaan sumber daya alam (Imron et al., 2020). Sukuk hijau (green sukuk) menjadi
instrumen keuangan baru yang dirancang hanya untuk pertumbuhan alur akuntasi dalam
perekonomian saja, namun juga untuk pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan upaya
pelestarian lingkungan (Mauliyah et al., 2023). Meskipun regulasi dan praktik sukuk mengalami
kemajuan signifikan, implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan. (Ali et al., 2025).
Salah satu persoalan yang harus dihadapi adalah keterbatasan transparansi aliran dana dan
akuntabilitas pengelolaan, terutama pembiayaan proyek hijau yang menuntut tingkat
kepercayaan tinggi dari investor, baik domestik maupun internasional (Imron et al., 2020).

Isu transparansi dalam penerbitan dan pengelolaan green sukuk masih menjadi tantangan
utama yang perlu dihadapi, Hal ini karena laporan penggunaan dana yang disajikan secara
agregat menyulitkan investor memverifikasi kesesuaian alokasi dengan proyek hijau yang
dijanjikan (Pekerti et al., 2024). Keterbatasan penggunaan sistem manual maupun semi-digital
kerap menghambat akuntabilitas distribusi hasil dan pembayaran, yang mengakibatkan adanya
keterlambatan, ketidaksesuaian data, hingga manipulasi (Butarbutar et al., 2023). Dalam
kerangka keuangan Islam, masalah ini menjadi sangat krusial karena menyangkut nilai keadilan,
transparansi, serta kepatuhan syariah (Mukhlishin, 2020).

Adanya kemajuan teknologi blockchain terutama melalui penerapan smart contract,
membuka peluang signifikan untuk mengatasi persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan sukuk (Endrawan, 2023). Smart contract merupakan mekanisme berbasis
blockchain yang memungkinkan perjanjian dieksekusi secara otomatis tanpa perantara, dengan
pencatatan transaksi yang bersifat permanen, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi
(Endrawan, 2023). Dalam konteks sukuk digital, mekanisme ini memungkinkan pengaturan
dalam proses penerbitan, distribusi hasil, pembayaran imbalan, hingga pelaporan proyek
berlangsung secara otomatis dan real time (Raimi et al., 2024). Hal ini memberi kepastian bagi
investor bahwa dana benar-benar dialokasikan sesuai dengan akad dan tujuan yang disepakati
(Imron et al., 2020). Lebih jauh, penerapan smart contract juga selaras dengan prinsip-prinsip
keuangan syariah yang menekankan keadilan, bebas gharar (ketidakjelasan), serta amanah dalam
pengelolaan dana (Hosen, 2009).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perkembangan sukuk dan potensi integrasinya
dengan teknologi digital. Sebagaimana penelitian oleh Muhammad Ali, et al. (2025) yang
menyoroti bagaimana blockchain dan smart contract dapat merevolusi struktur sukuk dalam
keuangan Islam melalui peningkatan efisiensi, keamanan, serta transparansi aliran dana (Ali et
al., 2025). Sementara kajian bibliometrik yang dilakukan oleh Moh. Agus Nugroho, et al. (2024)
menegaskan bahwa riset mengenai green finance dan green sukuk mengalami peningkatan
signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun sebagian besar masih terbatas pada aspek regulasi,
tren pasar, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa menekankan dimensi
digitalisasi (Nugroho et al., 2024). Sedangkan penelitian dari Malaysia oleh Norhayati Abdullah
dan Masri Azrul Nayan (2020) menunjukkan bahwa green sukuk telah menjadi instrumen
penting dalam mendanai proyek ramah lingkungan, meskipun tantangan terkait transparansi dan
pelaporan masih menjadi perhatian utama (Abdullah & Nayan, 2020).

Sebagaimana penelitian terdahulu telah banyak membahas perkembangan green sukuk dan
kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, kajian yang secara khusus menyoroti
penerapan smart contract dalam konteks green sukuk masih cukup terbatas. Sebagian besar
penelitiannya lebih berfokus pada aspek regulasi, tren pasar, dan pengembangan sukuk digital

2



Edunomika (ISSN:2598-1153) Vol. 09 No. 04, 2025

secara umum, tanpa mengaitkannya dengan dimensi keberlanjutan (green finance) maupun
kerangka maqasid al-shariah. Sedangkan pada kenyataannya membutuhkan instrumen
pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga transparan, akuntabel, dan ramah
lingkungan semakin mendesak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan
mengeksplorasi bagaimana smart contract dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme green
sukuk, baik dari sisi struktur akad, sistem pelaporan, maupun perlindungan investor. Penelitian
ini difokuskan pada analisis penerapan smart contract dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas green sukuk yang sesuai dengan prinsip magasid al-shariah.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Konseptual dan Regulasi Sukuk Syariah

Sukuk dalam keuangan Islam memiliki dasar regulasi kuat sebagaimana Fatwa DSN-MUI
No. 32/DSN-MUI/1X/2002 tentang Obligasi Syariah yang menegaskan bahwa obligasi syariah
yang kemudian dikenal sebagai sukuk harus berbeda dari obligasi konvensional karena
berlandaskan prinsip syariah (DSN-MUI, 2002). Dengan adanya fatwa tersebut, sukuk
diposisikan bukan sebagai instrumen utang, melainkan sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset
atau proyek yang dibiayai (Imron et al., 2020). Secara global, Menurut Accounting and Auditing
Organization for Islamic Finacial Institution (AAOIFI) sukuk merupakan sertifikat bernilai
sama dan menjadi bukti kepemilikkan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, jasa-jasa,
kepemilikkan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Kasnelly, 2021). Definisi ini
menegaskan karakteristik utama sukuk yaitu berbasis pada aset riil, sehingga berbeda secara
mendasar dengan obligasi konvensional yang berbasis pada utang (Imron et al., 2020).

Secara konseptual, sukuk memiliki perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional.
Obligasi pada dasarnya merupakan instrumen berbasis utang yang memberikan imbal hasil
berupa bunga (interest) dengan tingkat tetap, sehingga mengandung unsur riba yang
bertentangan dengan prinsip syariah (Muhsinin, 2023). Sebaliknya, sukuk berbasis pada aset riil
dengan imbal hasil yang diperoleh melalui mekanisme sewa, bagi hasil, atau keuntungan dari
proyek yang dibiayai (Khan & Haneef, 2022). Hal ini menjadikan sukuk lebih terikat pada sektor
riil, sehingga return yang diterima investor benar-benar mencerminkan kinerja aset yang
mendasarinya (underlying asset) (Ahmad et al., 2018). Namun, regulasi yang ada masih berfokus
pada sukuk konvensional tanpa mengantisipasi integrasi teknologi digital. Kesenjangan regulasi
ini berimplikasi pada perlunya standar baru yang dapat mengakomodasi penerapan smart
contract secara syariah (Margaretha & Baidhowi, 2025).

2.2 Green Sukuk dan Keuangan Berkelanjutan

Green sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang dialokasikan secara
khusus untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi
energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam (Raimi et al., 2024).
Instrumen ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga selaras dengan konsep
Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-7 (energi bersih dan terjangkau),
ke-13 (penanganan perubahan iklim), serta tujuan ke-15 (kehidupan di darat) (Khan & Haneef,
2022). Dengan demikian, green sukuk menjadi penghubung antara prinsip magasid al-shariah,
khususnya aspek hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan), dengan agenda pembangunan
berkelanjutan global tersebut (Al Madani et al., 2020).

Indonesia menerbitkan green sukuk pertama pada tahun 2018 yang diarahkan untuk
membiayai proyek-proyek guna mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Hania,
2022). Sejak saat itu, Indonesia secara konsisten menerbitkan green sukuk domestik maupun
internasional, dan berhasil menarik perhatian investor global (Abdullah & Nayan, 2020).
Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pionir dalam instrumen
keuangan syariah berkelanjutan, tetapi juga membuktikan bahwa instrumen pasar modal Islam
mampu berperan dalam mendukung agenda ekonomi hijau (Husen & Fitrijanti, 2024). Namun
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sebagian besar literatur mengenai green sukuk lebih menekankan kontribusinya terhadap
pencapaian SDGs, dan belum banyak membahas terkait instrumennya dalam menjamin
transparansi penggunaan dana. Hal inilah yang membuka ruang bagi inovasi integrasi teknologi
digital, khususnya penggunaan smart contract.

2.3 Digitalisasi Keuangan Islam

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi signifikan dalam industri
keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. Digitalisasi telah memunculkan berbagai inovasi,
mulai dari mobile banking syariah, layanan fintech berbasis akad syariah, hingga platform peer-
to-peer lending yang mengusung prinsip bagi hasil (Elahi, 2023). Blockchain sebagai teknologi
pencatatan terdistribusi menawarkan keunggulan dalam hal transparansi, keamanan, dan
efisiensi. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain bersifat permanen, terdesentralisasi, dan
sulit dimanipulasi, sehingga memberikan kepercayaan lebih besar kepada para pemangku
kepentingan (Endrawan, 2023). Dalam perspektif keuangan Islam, blockchain dapat membantu
menjawab beberapa persoalan mendasar, seperti keterbukaan dalam penggunaan dana,
keterhindaran dari praktik gharar (ketidakjelasan), serta akuntabilitas dalam distribusi hasil
(YYasin & Billah, 2024).

Sebagaimana penelitian Nur lka Mauliyah, et al. (2023) menunjukkan bahwa green sukuk
yang diterbitkan Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan berkontribusi pada tujuan
pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran instrumen keuangan syariah di tingkat
nasional dan internasional, serta dapat mewujudkan efek ramah lingkungan terhadap iklim
Indonesia termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) (Mauliyah et al., 2023). Sedangkan
penelitian dari Norhayati Abdullah dan Masri Azrul Nayan (2020) menunjukkan bahwa green
sukuk di negara Malyasia telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pendanaan proyek
ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan. Namun, penelitian
tersebut juga menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana dan akuntabilitas pelaporan
masih menjadi tantangan utama (Abdullah & Nayan, 2020). Hal inilah yang membuka peluang
untuk berinovasi memperkuat kredibilitas green sukuk dengan pemanfaatan teknologi
blockchain, yang menawarkan tiga keunggulan utama: transparansi, efisiensi, dan keamanan (Ali
et al., 2025). Jika diaplikasikan pada sukuk, maka kontrak syariah yang sebelumnya dikelola
secara manual dapat dijalankan melalui smart contract yang bersifat otomatis (Imron et al.,
2020).

Selanjutnya penelitian lain oleh Yasin & Billah (2024) menekankan bahwa keberhasilan
keuangan Islam digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja, tetapi juga harus dilihat dari
keselarasan dengan prinsip etika syariah. Dengan smart contract, setiap transaksi tercatat
permanen di blockchain sehingga tidak dapat dimodifikasi sepihak. Kondisi ini meningkatkan
trust investor global sekaligus memperkuat nilai etis dari sukuk syariah yang berbasis Amanah
(Yasin & Billah, 2024). Dibandingkan dengan literatur sebelumnya yang banyak menyoroti
sukuk dari aspek regulasi dan makroekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi
teknologi digital dapat menjadi jawaban konkret atas problem transparansi dan akuntabilitas
yang selama ini dianggap sebagai titik lemah green sukuk.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas terkait potensi teknologi blockchain
dan smart contract dalam sistem keuangan Islam, tapi sebagain besar penelitiannya masih
bersifat deskriptif dan belum memberikan gambaran implementasi menyeluruh. Sebgaiana
penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali, et al. (2025) menunjukkan penerapan teknologi
blockchain dan smart contract berpotensi mengubah strukturisasi sukuk dalam sistem keuangan
Islam. Integrasi teknologi ini memungkinkan proses penerbitan dan eksekusi sukuk dilakukan
dengan lebih efisien, tingkat keamanan yang lebih tinggi, serta aliran dana yang lebih transparan
(Ali et al., 2025), namun tidak secara spesifik membahas green sukuk. Sementara kajian
bibliometrik oleh Moh. Agus Nugroho, et al. (2024) menunjukkan bahwa penelitian tentang
green finance dan green sukuk meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, terutama terkait
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kontribusinya pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Nugroho et al., 2024),

namun tidak dihubungkan dengan digitalisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

literatur, khususnya dalam kajian yang mengintegrasikan aspek digitalisasi, prinsip syariah, dan
tujuan keberlanjutan ke dalam satu kerangka yang utuh.

2.4 Dasar Prinsip Syariah sebagai Evaluasi
Magasid al-shariah merupakan landasan penting dalam mengembangkan instrumen

keuangan Islam yang mematuhi aspek hukum, menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan

keberlanjutan (Alhammadi, 2022). Dalam konteks green sukuk berbasis smart contract, magasid
berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menilai kesesuaian instrumen keuangan dengan
tujuan syariah (Ali et al., 2025). Beberapa dasar prinsipnya antara lain:

a. Hifz al-mal (perlindungan harta): smart contract dapat memastikan aliran dana tercatat
permanen di blockchain dan terlindung dari manipulasi.

b. Al-‘adl (keadilan): distribusi imbal hasil dan pelunasan pokok dilakukan secara otomatis
sesuai akad, sehingga mengurangi potensi ketidakadilan.

c. Amanah (trust): transparansi transaksi digital memperkuat kepercayaan investor terhadap
instrumen syariah.

d. Hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan): dana green sukuk dialokasikan secara eksklusif
pada proyek-proyek ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, kebaruan penelitian ini adalah menjadikan maqgasid al-shariah sebagai

fondasi integrasi smart contract dalam green sukuk. Penelitian ini tidak hanya menekankan

aspek teknis digitalisasi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi keuangan Islam tetap sejalan
dengan nilai-nilai syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka
(library research) (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada
penelusuran, pengkajian, dan analisis literatur yang relevan mengenai peran smart contract
dalam sukuk digital, khususnya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pembiayaan hijau
(Romli, 2024). Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, antara lain:

a. Literatur akademik, berupa jurnal terindeks, prosiding, dan laporan penelitian yang
membahas blockchain, smart contract, sukuk, serta perkembangan keuangan Islam digital.
b. Laporan resmi dan regulasi, antara lain publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank

Indonesia (BI), fatwa DSN-MUI yang mengatur penerbitan sukuk dan prinsip syariah dalam

transaksi digital turut dijadikan acuan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan
memanfaatkan basis data akademik (Scopus, Google Scholar, Garuda, DOAJ), portal jurnal
terakreditasi, serta situs resmi regulator. Setiap dokumen dipilih berdasarkan kriteria relevansi
dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pembahasan mengenai
smart contract, sukuk digital, dan green finance.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan fokus pada
beberapa isu utama, yaitu:

a. Peluang pemanfaatan teknologi blockchain dan smart contract dalam pengembangan sukuk
digital.

b. Tantangan regulasi dan kesiapan infrastruktur hukum dalam mendukung penerapan
instrumen keuangan syariah berbasis digital.

c. Keselarasan penerapan smart contract dengan prinsip magasid al-shariah, khususnya terkait
keadilan (al-adl), bebas gharar (ketidakjelasan), dan perlindungan harta (kifz al-mal).

d. Implikasi smart contract terhadap transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan investor
dalam penerbitan dan pengelolaan green sukuk.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa green sukuk telah berkembang menjadi instrumen penting
dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Indonesia menjadi negara pertama yang
menerbitkan green sukuk pada tahun 2018, yang sejak itu konsisten dilakukan setiap tahun untuk
membiayai proyek energi bersih, efisiensi energi, hingga konservasi lingkungan (Raimi et al.,
2024). Pada saat yang sama, penerapan teknologi blockchain membuka peluang besar bagi
pengembangan sukuk digital. Melalui integrasi ini, proses penerbitan dapat dilakukan dengan
lebih cepat dan transparan, mulai dari registrasi investor, distribusi imbal hasil, hingga pelaporan
proyek. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan karena peran perantara semakin berkurang
(Imron et al., 2020).

Penerapan smart contract dalam green sukuk dapat menjadi strategi penting untuk
memperkuat daya saing pasar modal syariah Indonesia. Selama ini, keunggulan Indonesia lebih
menonjol dari sisi volume penerbitan, sementara dari segi kualitas instrumen masih menghadapi
tantangan dalam memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) internasional
(Nugroho et al., 2024). Inovasi digital melalui smart contract diharapkan dapat menjawab
tantangan tersebut, sekaligus meningkatkan minat investor global terhadap instrumen syariah
Indonesia (Margaretha & Baidhowi, 2025). Dengan fokus ini, penelitian berusaha mengisi
kesenjangan literatur sebelumnya yang belum menawarkan model konkret integrasi smart
contract pada green sukuk.

Hasil analisis menunjukkan bahwa smart contract mampu memberikan kontribusi signifikan
pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas sukuk digital. Transparansi tercermin dari
pencatatan permanen pada blockchain yang memungkinkan issuer, investor, maupun regulator
memantau aliran dana secara real time, sehingga peluang manipulasi dan penyalahgunaan dana
dapat diminimalisasi. Dari sisi akuntabilitas, smart contract secara otomatis mengeksekusi
pembayaran imbal hasil dan pelunasan pokok sesuai jadwal yang tercantum dalam akad (Yasin
& Billah, 2024).

Selain aspek teknis, penelitian ini juga menegaskan keselarasan smart contract dengan
magasid al-shariah. Mekanisme transparansi dan keterjaminan dana mendukung perlindungan
harta (hifz al-mal), sementara otomatisasi akad mencerminkan prinsip amanah dan keadilan
(Dewaya, 2025). Dalam kerangka green finance, smart contract dapat memastikan dana sukuk
benar-benar disalurkan ke proyek hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau
konservasi lingkungan, sehingga selaras dengan nilai hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan)
(Nugroho et al., 2024). Dengan demikian, peran smart contract tidak hanya memperkuat
efisiensi transaksi, tetapi juga menegaskan fungsi sukuk sebagai instrumen keuangan Islam yang
mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan smart contract dalam mekanisme green sukuk
berpotensi menjadi solusi strategis untuk menjawab persoalan transparansi dan akuntabilitas
yang selama ini menjadi titik lemah instrumen tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa
integrasi teknologi blockchain dapat memastikan pencatatan permanen, distribusi imbal hasil
yang otomatis, serta alokasi dana yang sesuai dengan akad dan tujuan pembiayaan hijau. Dengan
demikian, instrumen ini tidak hanya memperkuat efisiensi transaksi, tetapi juga menegaskan
keselarasan dengan magqasid al-shariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
karena mengintegrasikan smart contract, maqgasid al-shariah, dan tujuan keberlanjutan dalam
green sukuk. Kontribusi ini memperkaya literatur Keuangan Islam Digital dengan menawarkan
pendekatan baru yang tidak hanya menekankan aspek teknis digitalisasi, tetapi juga memastikan
kepatuhan syariah sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan instrumen
keuangan Islam digital secara lebih transparan dan akuntabel. Secara praktis, hasil kajian dapat
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menjadi acuan bagi regulator, seperti OJK dan DSN-MUI, dalam menyusun kebijakan yang
adaptif terhadap digitalisasi instrumen pasar modal syariah, serta bagi pelaku industri untuk
mengembangkan produk sukuk digital yang berdaya saing global. Adapun keterbatasan
penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif berbasis literatur, sehingga belum dapat
memberikan gambaran empiris terkait implementasi smart contract dalam praktik green sukuk di
Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi empiris melalui case
study pada proyek green sukuk aktual, analisis perbandingan lintas negara, atau bahkan simulasi
teknis penerapan smart contract dalam platform blockchain syariah. Dengan demikian, kajian ke
depan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peluang, tantangan, dan
implikasi implementasi smart contract dalam green sukuk.
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